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30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasi il
emerintahan Daerth
Iambahnn

. Undang-undang Nomor
»  Unpdang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentung P

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |28,
I entharan Negarn Republik Indonesia Nomor 4438), sehagaimari telah dinbah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerinahon Daerah. (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844},
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sckolah;
Pernturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Ml ingat

Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomaor 41 Tahun 2007 tentongOrganisasi Peranghst
Daerah (Lembaran Negarn Tahun2007 Nomuor 89, Tambahan Lembaran

el

Negara Nomord 741 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 wentang Pengelolaan dan

Penyclenggarann Pendidikan sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 201 0;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/20072 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R1 Nomor 15 tahun 2010 lentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/K ot

9. Peraturan Menteri Pendidikan dun Kebudayaan Republik Indonesia Nommor 84
Fahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan:

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11
lahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan
Kebuduyaan;

I'. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1§ tahun 2012 tentang Pengelolann
dan Penyelenggaraan Pendidikan:
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Roedua Dalam hal molaksanakan prosés belajar mengajnr don kurikulim: yang digunukan
mengikuti petunjuk dan aturine yang berlaku,

Keliga Perpanjangan lain opérasional ini berlaku selame 5 (lima) whun terhitung mudal
bl 01 Januari 202394 31 Desember 2027 dengan Ketentinn dkan diperpanjang
setelih dilakukan kajjan din evalussi selama 5 (lima) whoen operagional
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perbnikan sebagnimang mestiny.
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